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ABSTRACT 
The practice of sawah (paddy field) mortgage in Tamanan district has 
been going on for generations. The society considers that the 
implementation of this sawah (paddy field) mortgage as an 
appropriate alternative and solution of financing. In fact, it often 
causes problems between both parties; despite it is completed with 
written evidence and witnesses in its implementation. 
The research problem in this study is: How is the practice of sawah 
(paddy field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency. 
How is the practice of sawah (paddy field) mortgage in the 
perspective of sharia economic law. How are the solutions for the 
practice of sawah (paddy field) mortgage in Tamanan district, 
Bondowoso regency in the perspective of sharia economic law. The 
aim of this study is to describe the practice of sawah (paddy field) 
mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency, to describe sawah 
(paddy field) mortgage in the perspective of sharia economic law and 
to describe the solutions for the practice of sawah (paddy field) 
mortgage in Tamanan district, Bondowoso Regency in the perspective 
of sharia economic law.  
This study is expected to provide beneficial input for the development 
of sharia economic law, so that it can enrich the body knowledge 
related to sawah (paddy field) mortgage. It is also hoped to give 
answers to the problems studied and considered as socialization 
among societies. This study applied qualitative research approach and 
a field case study was chosen as the research design. The data analysis 
was performed by using Miles and Huberman analysis model. 
The results showed that the practice of sawah (paddy field) mortgage 
in Tamanan district takes place for the reason of urgent need from the 
society themselves. It is based on the agreement of both parties, rahin 
and murtahin. The agreement is set forth in the letter of agreement, 
which rahin borrows money to murtahin with sawah (paddy field) as 
the bail. The utilization of marhun is handed over to murtahin based 
on the permission given by rahin until the due date of repayment. 
When the due date of repayment comes and rahin has not been able to 
pay off the money, so the utilization of marhun is still taken by 
murtahin. If it lasts for years and rahin still cannot pay the money, he 
can sell out the sawah (paddy field) to repay his debts. Based on the 
perspective of sharia economic law, the practice of sawah (paddy 
field) mortgage in Tamanan district, Bondowoso regency have 
fulfilled the elements of an akad (contract in Islam), in which the 
terms and conditions are agreed upon by both parties; rahin/mortgager 
and murtahin/sawah (paddy field) owner. The utilization of marhun is 
taken by murtahin based on the permission of rahin, but in the fact of 
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its utilization, it still contains the element of riba (usury) taking 
advantages for years. The practice of sawah (paddy field) mortgage in 
Tamanan district, Bondowoso regency should apply the concept of 
bay 'al-wafa instead of rahn. 
Keywords: sawah (paddy field) mortgage, sharia economic law 
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PENDAHULUAN 
Dalam kehidupan di masyarakat tentu sudah dikenal suatu praktik 
mu’amalah. Mu’amalah merupakan sistem kehidupan, Islam memberikan 
warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia 
ekonomi, bisnis dan masalah sosial. Sistem Islam ini mencoba 
mendialektikakan nilai-nilai ekonomi dengan nilai- nilai akidah atau etika. 
Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai 
materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi bukan hanya berbasis nilai 
materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga 
bernilai ibadah. 
Masalah mu’amalah merupakan tata cara atau peraturan dalam 
hubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang 
berlandaskan syariat Allah SWT. Yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial 
Islam. Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan 
urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti 
jual-beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Muamalah yang 
dimaksudkan ialah dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang 
untuk memperoleh kesenangan hidup didunia dan kebahagiaan diakhirat.2 
Manusia adalah mahluk sosial, yaitu mahluk yang berkodrat hidup 
dalam masyarakat, karena memang manusia merupakan mahluk yang tidak 
dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Sebagai mahluk sosial dalam 
hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-
sama hidup dalam masyarakat, yang saling tolong menolong dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan 
dengan manusia lain, disadari atau tidak hal tersebut merupakan upaya manusia 
untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang 
melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut sebagai 
Praktik mu’amalah.3 
Manusia dalam kehidupan sekarang dipenuhi dengan adanya banyak 
tuntutan berbagai macam kebutuhan, tidak hanya dalam masalah pada 
kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier yang membuat dana yang dimiliki 
tidak cukup. Sehingga tidak jarang karena tidak mempunyai barang yang 
dijual, terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain. Dengan adanya 
perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka 
seseorang dapat mencari pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui 
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lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, maupun secara 
langsung kesepakatan perorangan yang disebut dengan Gadai. 
Arti gadai adalah suatu hak yangdiperoleh seorang berpiutang atas 
suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau 
orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang 
berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang itu secara didahulukan dari 
pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut 
dan biaya penyelamatannya setelah barang itu digadaikan ialah biaya-biaya 
mana yang harus didahulukan.4Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam 
adalah Rahnyang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam 
(râhin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau 
murtahin.Rahn terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai 
(hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya 
ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.Sayyid 
Sâbiq mendefinisikan rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai 
nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang yang memungkinkan 
untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.5 
Dikalangan para ulama fiqh sepakat bahwa gadai boleh dilakukan 
kapan saja dalam keadaan hadir ditempat asal barang jaminan itu atau tidak 
bisa langsung dikuasai atau dipegang (al-qabdh) secara hak oleh yang 
memberiutang yang selanjutnya disebut kreditur. Karena tidak semua barang 
jaminan itu dapat dikuasai oleh kreditur  secara langsung, maka paling tidak 
ada sejenis pegangan yang dapat menjamin bahwa barang gadai dapat 
dijadikan sebagai jaminan utang. Misalnya jaminan itu berupa sebidang tanah 
dan mereka yang kuasai adalah suatu tanah itu.6 
Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan 
oleh penerima gadai (murtahin).Jumhur ulama selain ulama mazhab Hanbali 
berpendirian bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan 
tersebut karena barang itu bukan milik sepenuh. Haknya terhadap barang gadai 
yang dipegangnya hanyalah sebagai pemegang barang jaminan utang yang ia 
diberikan. Apabila pemberi gadai (râhin) tidak mampu melunasi utangnya 
barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasan 
piutang atau mengambilnya sebagai pelunasan utang untuk dimanfaatkan 
sendiri.7 
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Al-Syafi’iyah, Ahmad ibn Hanbal, Mâlik ibn Anas, Ibn Abí Laylâ  dan 
Ibn al-Mundzírberpendapat bahwa orang yang menggadaikan masih berhak 
menyewakan atau meminjamkannya untuk masa yang tidak melebihi waktu 
perjanjian pembayaran utang tersebut. Ia juga bertindak dengan sesuatu 
tindakan yang tidak mengurangi barang itu atau mengeluarkan dari hak 
miliknya.8 
Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan untuk 
memanfaatkan barang jaminan itu selama ditangannya, maka tidak ada 
halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang tersebut. 
Akan tetapi sebagian ulama Hanafiyyah lainnya, ulama Mâlikiyyah dan ulama 
Syafi’iyah berpendapat sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang 
jaminan itu tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena apabila 
barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu riba yang 
dilarang syara’.9 
Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang 
bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, 
maka orang yang memegang gadai (murtahin) yang memanfaatkan barang 
gadai tak ubahnya seperti qirâdh (utang piutang) yang mengalir manfaat yang 
oleh Nabi disebut sebagai riba10, Sebagaimana sabdanya: 
 َلَع ُالله َىلَص َِىَبنلا ََنا ُهْنَع ُالله َىِضَر ٍىِلَع ْنَع ِهْي  َلَسَو ُك :َلَاق َم َرَج ٍضَْرق ُل
 ْسِإَو َةَماَسأ ُنْب ُثِراَحلا ُهاَوَر( ًابِر َوَُهف ًَةَعفْنَمَان َس ُُهد َو . ٌطِق ا َع ٌفْيِعَض ٌدِهاَش َُهل ْن
 ُق ْوَم ُرَخآَو .ِ  يِقَهَْيبْلا َدْنِع ٍدَْيبُع ِنْب ََةلاَضَف ٌفْو  ْنَع َع َِاللِّدْب  ُبْلَادْنِع ٍملآَس ِنْب َخ) ُّىِرا 
Artinya: 
“ Dari Ali r.a berkata : Nabi SAW bersabda: Semua pinjaman yang 
menarik manfaat adalah riba ’’(HR. Harist bin Usamah, dan isnad 
hadist ini gugur. Menurut riwayat Baihaqi ada saksi lemah dari 
Fadhalah bin Ubaid. Menurut hadi>th lain yang diriwayatkan Bukhârí 
secara mauqut dari Abdillah bin Salam). 
Larangan tersebut berlaku jika barang gadai bukan binatang yang 
ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya.Jika barang yang 
dijadikan jaminan adalah binatang ternak, maka menurut sebagian ulama 
Hanafiyyah, penerima gadai (murtahin)boleh memanfaatkan hewan itu apabila 
mendapat izin dari pemiliknya.11Apabila barang jaminan itu bukan hewan atau 
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sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah.Maka 
pemegang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.12 
Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan 
pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi 
hutang, hak penggarapan dan penanaman sawah berada ditangan pemberi 
hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi 
hutang.Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-
tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari 
nilai hutang yang dipinjamkan. Dari gambaran gadai sawah diatas diketahui 
kebatilan dari praktik gadai sawah dimana terdapat unsur keuntungan dari 
peminjaman hutang. Padahal setiap  pinjaman yang menghasilkan keuntungan 
maka itu riba. Akad hutang piutang dalam Islam adalah dalam rangka tolong 
menolong bukan mencari keuntungan. 
Seperti yang dilakukan di daerah lain misalnya, praktik gadai sawah 
yang ada didusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kecamatan Mangun Jaya 
Kabupaten Pangandaran sudah menjadi tradisi masyarakat dusun setempat 
menggadaikan tanah sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena 
adanya kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secapatnya, 
Sedangkan satu-satunya barang yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan 
tinggi yaitu dengan cara mengadaikan sawah tersebut dilakukan dengan sangat 
sederhana, dengan datangnya si A yang akan menggadaikan tanah sawahnya 
kepada si B seseorang yang akan memberikan pinjaman.13 
Sementara, praktik gadai sawah di Desa Gampong Daya Syarif, 
Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, praktik gadai sawah 
dikenal dengan Gala Umong, yang mana hasil barang gadaian (marhûn) 
langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai (orang yang memberi piutang atau 
murtahin). Transaksi Gala Umong yang terjadi biasanya, sawah yang dijadikan 
barang jaminan (marhûn) langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya 
pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin).14 
Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso 
sudah berlangsung secara turun temurun hingga sekarang, masyarakat di 
Kecamatan Tamanan biasanya menjadikan sawah sebagai jaminan hutang 
piutang. Praktik  gadai sawah di Kecamatan ini didasarkan pada perjanjian 
                                                             
12Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedi Islam,.... 119. 
13Zia Ulhaq.2014.Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus 
diDusun Cirapuan Desa Sindang Jaya kabupaten Pangandaran Jawa Barat). Jurnal Penelitian4. 
14Safrizal.2016.Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Study 
Kasus di Desa gampong Dayah Syarif Kacamatan Mutiara Kabupatan Pidie Provinsi Aceh.Jurnal 
Ilmiah Islam Futura, (online) Vol,15 No. 2, (Http://.www.jurnal.ar.raniry.ac.id, diakses 05 Maret 
2016). 
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kedua belah pihak râhin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai), 
perjanjian ini dituangkan dalan bentuk surat perjanjian. Penentuan besaran 
harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi 
barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang sipemberi gadai 
sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan murtahin (penerima gadai). 
Dalam surat perjanjian tersebut juga disebutkan jangka waktu gadai sawah 
berakhir, Pada Praktik gadai ini hak sementara pemanfaatan mulai dari 
penggarapan sawah dan hasilnya juga sepenuhnya menjadi hak penerima gadai 
sampai jatuh tempo pelunasan oleh pemberi gadai. Apabila dalam rentan waktu 
jatuh tempo pelunasan pemberi gadai tidak mampu melunasi maka hak 
penggarapan dan pemanfaatan hasil sawah masih menjadi hak penerima 
gadai.15 
Secara umum praktik gadai di Kecamatan ini tidak ada masalah atau 
sengketa antara pemberi gadai dan penerima gadai sampai berakhirnya akad 
perjanjian gadai tersebut, tetapi peneliti dalam melakukan wawancara awal 
kepada para pelaku gadai ditemukan beberapa hal yang menarik untuk dikaji 
lebih mendalam, seperti: a). Apabila sudah jatuh tempo pelunasan sesuai 
perjanjian pemberi gadai melakukan pelunasan tetapi sawah yang dijadikan 
barang jaminan masih ditanami oleh penerima gadai  dan masih belum masa 
panen, maka pemberi gadai mengganti keuangan mulai dari uang pembelian 
bibit sampai biaya penggarapan. Praktik ini tidak semuanya berlangsung 
seperti ini, akan tetapi dalam pelaksanaan pelunasan lebih banyak pemberi 
gadai apabila akan melakukan pelunasan meskipun sudah waktu jatuh tempo 
dan sawah yang dijadikan barang jaminan masih belum panen maka menunggu 
sampai selesainya panen. b). Pihak ke 2 (dua) penerima gadai bisa 
mengalihkan barang jaminan (sawah) kepada pihak 3 (ketiga), artinya 
ditemukan juga bahwa pihak ke 2 (dua) bisa mengalihkan gadai kepada pihak 
ke 3 (ketiga), sehingga ada perjanjian baru antara pihak ke 2 (dua) dan pihak ke 
3 (ketiga), Praktik pengalihan gadai ini ada yang sepengetahuan dan ada yang 
tidak sepengetahuan pihak 1 ( pertama). Atas perjanjian ini pihak ke 3 (ketiga) 
sepenuhnya memiliki hak untuk mengambil manfaat dari sawah tersebut, mulai 
penggarapan sampai pemanfaatan hasilnya. Dalam hal pelunasan nantinya 
tetap pihak ke 1 (pertama) orang yang menggadaikan (râhin)  melakukan 
pelunasan kepada pihak ke 2 (dua) orang yang menerima gadai (murtahin) , 
baru kemudian pihak ke 2 (dua) melakukan pelunasan kepada pihak ke 3 (tiga). 
c). Ketika ra^hin (pemberi gadai) pada waktu jatuh tempo pelunasan, 
Sedangkan yang bersangkutan masih belum bisa melunasi, ada juga yang 
meminta tambahan uang gadai kepada murtahin, sesuai kebutuhan râhin dan 
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kesepakatan kedua belah pihak (râhindanmurtahin) untuk besaran tambahan 
uang gadainya. Dan bahkan ketika râhin dalam jangka waktu jatuh tempo 
pelunasan juga masih belum bisa melunasi, dan pada akhirnya sampai 
terkadang menjual sawah yang dijadikan barang  jaminan gadai kepada 
murtahin. 16 
 Dalam praktik gadai tersebut, salah satu pemicu dari terjadinya 
praktik gadai didaerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan 
ekonomi.Tentunya hal ini bukan merupakan sebuah transaksi yang saling 
menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan 
utamanya untuk tolong menolong, seyogyanya gadai yang dijadikan sebagai 
bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu 
bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial, bukanlah 
dijadikan sebagai transaksi atau akad profituntuk mencari keuntungan. 
Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang lebih kongkit terutama 
dalam hal masalah praktik gadai yang terdapat didaerah tersebut, karena 
praktik gadai yang terjadi bukanlah sebuah praktik yang ideal apalagi ketika 
dihubungkan dengan pandangan Islam, sementara masyarakat yang tinggal dan 
melakukan praktik gadai tersebut adalah mayoritas beragama Islam. 
Permasalahan inilah yang melatar belakangi penelitian yang akan dilakukan 
didaerah tersebut, karena praktik seperti ini terjadi dilingkungan yang 
masyarakatnya mayoritas beragama Islam, maka pandangan Islam akan 
memberikan sebuah jawaban terhadap praktik yang terjadi. Apakah sudah 
benar, pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan 
Tamanan Kabupaten Bondowoso menurut Hukum Ekonomi Syariah ? Karena 
dalam hal ini mereka memiliki keterbatasan informasi tentang gadai atau rahn, 
yang seharusnya mereka pahami. 
 
METODE PENELITIAN 
1. Pendekatan dan Jenis penelitian. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
studi kasus lapangan (Field Research), dengan metode ini dimaksudkan 
untuk mendapatkan data-data secara intensif dan mendalam terhadap suatu 
objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus yang dalam hal 
ini mengenai Implementasi sistem gadai sawah dimasyarakat Bondowoso 
kecamatan Tamanan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 
Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif (descriptive research), 
yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat 
                                                             
16Abdurrohman, wawancara, Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten 
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lebih muda untuk dipahami dan disimpulkan.Kesimpulan yang diberikan 
selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat di kembalikan 
langsung pada data yang diperoleh.17Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui Gadai sawah dimasyarakat Bondowoso kecamatan Tamanan 
dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 
2. Lokasi Penelitian 
Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tamanan 
Kabupaten Bondowoso, yang terdiri dari 9 Desa meliputi: Desa Mengen, 
Karang Melok, Sukosari, Tamanan, Kemirian, Sumber Kemuning, Sumber 
Anom, Kalianyar, Wonosuko. 
3. Kehadiran Peneliti 
Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup signifikan, 
peneliti sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir 
data, dan pada akhirnya dia dapat melakukan peran semua itu secara 
maksimal dan tidak mendapat hambatan. 
 
4. Subyek penelitian 
Subyek penelitian yang akan dipilih oleh peneliti adalah Para 
pelaku yang terlibat dalam gadai sawah, meliputi: râhin (orang yang 
berhutang dan menggadaikan barang), murtahin (pihak yang berpiutang 
yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan), 
dantokoh masyarakat, aparat desa dan kecamatan. 
5. Sumber Data  
Dalam suatu penelitian alat pengambilan data menentukan kualitas 
data yang dapat di kumpulkan dan kualitas data itu menentukan kualitas 
penelitiannya.18Menurut Sutopo dalam bukunya menjelaskan bahwa 
pemahaman mengenai berbagai sumber data merupakan bagian yang sangat 
penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis 
sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi 
yang diperoleh 2 data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur 
dan teknik pengambilan data.Hal tersebut dapat berupa wawancara 
                                                             
17Saiful Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 6. 
18HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam 
Penelitian(Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm 49. 
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(Interview), observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuruan yang 
khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.19 
Data primer yang di dapat dari sumber pertama adalah 
masyarakat kecamatan Tamananan untuk di jadikan bahan telaah pada 
penelitian ini kemudian di analisis serta di komparasikan dengan 
madzhab yang mengatur pada peraturan hukum gadai. Data primer yang 
bersifat interview ini tidak hanya pada satu masyarakatpelaku gadai saja, 
melainkan beberapa masyarakat yang mengerti akan permasalahan gadai.  
Adapun sumber data primer yang akan peneliti gunakan adalah : 
1)  Data Râhin, orang yang menggadaikan. 
2) Murtahin, orang yang menerima gadai, ialah orang yang berpiutang. 
3)  Kepala Desa atau aparat Desa 
4)  Tokoh masyarakat atau Ustad 
b. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang 
biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.Data ini 
diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan (Library 
Research) untuk mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat, atau 
penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.Studi 
kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Data dokumentasi dilakukan sebagai data penguat penelitian 
pada gadai sawah. Dokumentasi ini mengecek langsung pada proses 
perjanjian dan akad gadai sawah. 
Sumber data primer yang nantinya diperoleh dari hasil 
wawancara dengan para masyarakat pelaku gadai.Sumber sekunder 
diambil dari tokoh masyarakat. Selanjutnya bahan dari data tersier yaitu 
dari buku-buku petunjuk yang mendukung meliputi kamus hukum dan 
Ensiklopedi. 
6. Tehnik Pengumpulan Data. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi: 
a. Observasi 
Observasi merupakan proses yang komplek, suatu proses yang 
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara 
yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 
ingatan.20Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemuat 
                                                             
19HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam 
Penelitian,....36. 
20Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D(Bandung:Alfabeta, 
2014), 145. 
11 
 
perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. 
Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan cara melihat dan 
mengamati, baik secara langsung, atau tidak langsung ( dibantu melalui 
media visual/ audiovisual, seperti handycam dan lain-lain) mengenai 
beberapa problematika gadai sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten 
Bondowoso dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun 
observasi akan dilakukan kepada: 
1)  Râhin (orang yang berhutang dan menggadaikan barang), 
2) Murtahin (pihak yang berpiutang yang menerima barang gadai 
sebagai jaminan uang yang dipinjamkan), 
3)Tokoh masyarakat atau Ustadz 
4) Kepala Desa atau aparat desa dan, 
5)  Camat atau aparatKecamatan. 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 
makna dalam suatu topik tertentu.21Metode pengumpulan data dengan 
cara dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 
sebuah informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan dengan 
Para pelaku yang terlibat dalam gadai sawah, dan pihak-pihak terkait 
yang meliputi:  
1)  Râhin (orang yang berhutang dan menggadaikan barang), 
2) Murtahin (pihak yang berpiutang yang menerima barang gadai 
sebagai jaminan uang yang dipinjamkan), 
3)Tokoh masyarakat atau Ustadz 
4) Kepala Desa atau aparat desa dan, 
5)  Camat atau aparatKecamatan. 
c. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 
dari seseorang.22 Dalam penelitian ini yang dimaksud dokumentasi 
Yaitu mencari data yang berupa: 
1)  Surat perjanjian gadai. 
2) Jumlah penggadai, kaitan antara porsi sawah gadai dengan 
penggunaan uang gadai, dokumentasi lahan yang digadaikan.  
                                                             
21Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif(Bandung:Alfabeta,2015), 72. 
22Dja’man Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian kualitatif(Bandung: 
Alfabeta,2014), 148. 
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Penulis menggunakan metode ini karena lebih mudah, dalam arti 
apabila sumber datanya ada yang keliru, bukan kesalahan dari penulis. 
7. Analisis Data 
Adapun model yang dipakai dalam penelitian ini adalah model 
Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisa data yaitu: 
data reduksi, data display, dan conclusion drawing/verification.23 Langkah-
langkah analisa ditunjukkan pada gambar berikut: 
 
GAMBAR 2.1 
KOMPONEN DALAM ANALISIS DATA ( INTERACTIVE MODEL ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Data Reduction ( reduksi data) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 
untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, 
semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin 
banyak, komplek dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis 
data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 
tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 
untuk melakukan pengumpulan data, selanjutnya, dan mencari bila 
diperlukan. 
                                                             
23Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,...246. 
Data  
collection Data  
display 
Data  
reduction 
Conclusions: 
drawing/verifying 
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b. Data Display ( penyajian data ) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 
flowchat, dan sejenisnya.Yang paling sering digunakan untuk 
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 
bersifat naratif. 
c. Conclusion Drawing / verification 
Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-
bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 
kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam 
penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 
dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah 
dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 
kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 
penelitian berada dilapangan.  
8. Keabsahan Data 
Pada penelitian ini akan dilakukan pengecekan keabsahan data-
data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah maka perlu 
diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data 
seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi secara lebih 
mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, 
teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak 
kesesuaian hasil. 
 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
1. Praktik gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso 
Pelaksanaan praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan sudah 
berlangsung secara turun temurun, sudah menjadi kebiasaan masyarakat di 
Kecamatan Tamanan menjadikan sawah menjadi barang jaminan hutang 
piutang. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Tamanan mempunyai mata 
pencarian sebagai petani atau buruh tani, sehingga aktifitas kesehariannya 
adalah bertani atau bercocok tanam seperti menanam padi, tembakau, jagung 
dan tanaman lainnya. Sebagai petani tentu tidak selamanya beruntung atau 
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panen sesuai dengan yang diharapkan atau mengalami kerugian baik karena 
serangan hama, wereng ataupun tikus. 
Banyak faktor yang mendorong masyarakat di Kecamatan Tamanan 
melakukan praktik gadai sawah, mulai pemenuhan kebutuhan ekonomi, 
kebutuhan biaya untuk menyekolahkan anak, pelunasan hutang piutang, 
kekurangan membuat rumah, kebutuhan mendadak seperti anak sakit, dan 
untuk pelunasan haji. Masyarakat menganggap pelaksanaan gadai sawah 
merupakan salah satu solusi  dan alternatif yang tepat dalam pembiyaan, selain 
prosesnya mudah, tidak berbelit-belit juga karena pembayaran pinjamanannya 
tergantung pada kemampuan marhûn. Artinya selama pemberi gadai belum 
mampu menebus sawah yang digadaikan maka pemberi gadai tidak harus 
menebus sawah yang digadaikannya tersebut.   
Praktik  gadai sawah di Kecamatan ini didasarkan pada perjanjian 
kedua belah pihak râhin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai), 
perjanjian ini dituangkan dalan bentuk surat perjanjian. Penentuan besaran 
harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas sawah yang akan menjadi 
barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang pemberi gadai 
sampai adanya kesepakatan besaran uang dengan murtahin (penerima gadai). 
Dalam surat perjanjian tersebut juga disebutkan jangka waktu gadai sawah 
berakhir, Pada praktik gadai ini hak sementara pemanfaatan mulai dari 
penggarapan sawah dan hasilnya juga sepenuhnya menjadi hak penerima gadai 
sampai jatuh tempo pelunasan oleh pemberi gadai. Apabila dalam rentan waktu 
jatuh tempo pelunasan pemberi gadai tidak mampu melunasi maka hak 
penggarapan dan pemanfaatan hasil sawah masih menjadi hak penerima gadai. 
Bagi râhin menggadaikan sawah dikarenakan kebutuhan mendesak, 
seperti kebutuhan keuangan pendidikan anaknya, membangun rumah, 
pelunasan haji dan bahkan untuk modal kembali penggarapan sawah. Dari itu 
menggadaikan sawahnya bukan untuk kebutuhan konsumtif tetapi memang 
untuk kebutuhan yang mendesak. Sedangkan bagi murtahin, orang yang 
menerima gadai  melaksakan Praktik gadai atau mengambil gadai sawah di 
karenakan untuk tolong-menolong, baik menolong tetangga, teman ataupun 
saudara yang lagi membutuhkan uang atau meminjam uang dengan menjadikan 
sawah sebagai jaminannya. Selain itu juga  merupakan pengembangan bisnis di 
bidang pertanian, karena punya keyakinan bisnis dibidang pertanian juga cukup 
menjanjikan. 
Jadi dalam pelaksanaan praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, 
râhin dan murtahinmelakukan musyawarah yang disaksikan oleh saksi-saksi. 
Kemudian hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk surat 
perjanjian, jadi selama râhin masih belum bisa melakukan pelunasan maka hak 
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garap dan pengambilan manfaat dari sawah tersebut sepenuhnya menjadi 
haknya murtahin. 
Masyarakat di 9 (Sembilan) desa di Kecamatan Tamanan meliputi, 
Mengen, Karang Melok, Sukosari, Tamanan, Kemirian, Wonosuko, Sumber 
Kemuning, Kalianyar dan Sumber Anom memahami konsep gadai sawah 
banyak unsur eksploitasi yang dilakukan murtahin, karena kebutuhan yang 
sangat mendesak dan tidak ada barang lain yang bisa di jual maka menggadai 
sawah merupakan cara termudah  dilakukan râhin untuk mendapatkan 
bantuan.Dalam pelaksanaan praktik gadai dimasyarakat Kecamatan Tamanan 
batasan waktu kapan waktu berakhirnya kesepakatan gadai sawah didasarkan 
pada kesepakan antara râhin dan murtahin. Pelaku gadai sudah lama 
melakukan gadai. Sehingga ketika ada masalah dalam pelaksanaan gadai atau 
terdapat kesalah-pahaman antara râhin dan murtahin dalam waktu dan biaya 
yang dikeluarkan pelaku gadai maka mereka mengetahui bahwa pengambilan 
sawah oleh murtahin bukan solusi sebenarnya walaupun itu terjadi biasa 
dilakukan. bahwa pelaku gadai banyak yang belum mengetahui arti gadai 
sawah dalam hukum ekonomi Syariah, belum mengetahui hal-hal yang 
berkaitan dengan syarat dan rukun gadai, serta larangan riba dengan 
mengambil keuntungan lebih ketika pelaksanaan gadai sawah  dilakukan. 
Kaitan dengan konsep pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Mengen, Desa 
Karang Melok, Desa Sukosari, Desa Tamanan, Desa Wonosuko, Desa 
Kemirian, Desa Sumber Anom, Desa Sumber Kemuning, dan Desa Kalianyar 
yang ada di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso pada prinsipnya 
waktu penebusan marhûn dalam gadai sawah diserahkan sepenuhnya kepada 
râhintanpa ada batas waktu yang ditetapkan bahkan hak untuk menebus 
berpindah kepada ahli waris râhin kecuali ada perjanjian yang lain. 
 Berdasarkan waktu penebusannya, maka jenis gadai sawah di 
Kecamatan Tamanan dapat dibedakan menjadi: 
1. Gadai biasa 
Konsep gadai ini, gadai sawah dapat ditebus olehrâhin setiap saat, 
pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila diatas sawah masih ada 
tumbuh tumbuhan yang belum dipetik hasilnya-hasilnya 
2. Gadai yang memiliki jangka waktu 
Gadai ini dapat dibedakan antara gadai jangka waktu dengan adanya 
larangan menebus, deskripsinya adalah sebagai berikut: 
Gadai jangka waktu , yang dilarang untuk menebus apabila antara râhin 
dengan murtahin ditentukan. Artinya jangka waktu tertentu râhin dilarang 
menebus tanahnya jika hutang yang dibebankan belum sampai kepada 
hutang yang harus dibayar. Dengan demikian maka apabila jangka waktu 
tersebut telah lama dan hal itu akan menjadi gadai biasa. 
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Oleh karena râhin tidak dapat dipaksa untuk melakukan penebusan 
maka dibuka juga kemungkinan bagi murtahin untuk memindahkan hak gadai 
itu kepada pihak lain ( jika murtahin benar-benar sedang membutuhkan dana), 
Sedangkan râhin tidak mampu mengembalikan hutangnya), dengan ketentuan: 
1) Sesuai dengan pengetahuan dan adanya izin râhin, murtahin dapat 
memindahkan marhûnkepada pihak ketiga, yaitu menyerahkan tanah 
tersebut tanah sawah tersebut kepadanya dengan menerima sejumlah uang 
tunai. Dengan demikian terjadilah pergantian subjek dalam bentuk hutang 
yang sama. Hubungan hukum antara râhin dengan murtahinsemula 
berubah menjadi hubungan  hukum antara penjual gadai dengan pembeli 
gadai yang baru. 
2) Tanpa informasi dan izin râhin, murtahinmenggadaikan kembali tanah 
sawah itu kepada pihak ketiga dengan janji sewaktu-waktu dapat menebus 
tanah sawah itu dari pihak ketiga tersebut. Dengan demikian terdapatlah 
dua bentuk hutang: 
a)  Antara râhin dengan murtahin pertama. 
b) Antararâhin pertama yang menjadi penjual baru dengan pihak ke-3 
(tiga) yang menjadi murtahin baru (sembunyi-sembunyi). 
Jika pada suatu waktu rahin menebus tanah sawahnya maka 
murtahinpertama akan segera menebus tanahnya dari murtahinyang baru. 
Dengan demikian tanah sawah yang menjadi objek transaksi rangkap itu 
kembali dengan aman kepada pemiliknya yaitu râhin pertama. 
Berdasarkan Jenis gadai sawah di Kecamatan Tamanan diatas, yang 
meliputi : gadai biasa dan gadai yang memiliki jangka  waktu. Maka secara 
umum pelaksanaan gadai di Kecamatan Tamanan menggunakan praktik gadai 
biasa, dimana gadai sawah dapat ditebus oleh râhin setiap saat, pembatasannya 
adalah 1 tahun panen atau apabila diatas sawah masih ada tumbuh-tumbuhan 
yang masih belum dipetik hasilnya, dan hanya sebagian kecil saja yang 
menggunakan gadai yang memiliki jangka waktu. 
Pelaksanaan gadai sawah di 9 (Sembilan) Desa Kecamatan Tamanan 
yang telah berlangsung sejak lama tidak jarang menimbulkan permasalahan 
antara kedua belah pihak. Meskipun sudah ada bukti tertulis dan saksi dalam 
perjanjian pelaksanaan gadai sawah di Kecamatan Tamanan, masalah gadai 
sawah yang sering dijumpai adalah: 
1) Pemegang gadai keberatan mengembalikan sawah yang ditebus dalam 
waktu singkat. 
2) Ahli waris tidak mengetahui sawah yang digadaikan adalah sawah 
warisan. 
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3) Adanya pengalihan gadai atas sawah yang digadaikan kepada pemegang 
gadai lain dengan harga yang lebih tinggi tanpa sepengetahuan pemberi 
gadai. 
4) Gadai tanah sawah telah berlangsung lebih dari 7 tahun. 
5) Jika râhin tidak mampu membayar kembali hutangnya maka tanah 
sawah akan dibeli dengan harga yang sangat murah. 
Ketentuan tersebut diatas harus memenuhi  persyaratan dan rukun yang 
berkaitan dengan rahn. Bila hal ini tidak terpenuhi  maka akad yang dilakukan 
adalah merupakan akad fâsid. Akad shahih merupakan akad rukun dan syarat 
terpenuhi dengan baik sedangkan kasus yang terjadi diatas rukun dan syarat 
dalam gadai tidak terpenuhi maka pelaksanaannya merupakan akad fâsid. Oleh 
karena itu, solusinya yang harus dilakukan adalah agar tidak terjadi kefâsidan 
maka rukun dan syarat dalam pelaksanaan gadai harus terpenuhi dan 
keuntungan yang didapatkan murtahin dari hasil olahan sawah, keuntungan 
harus diberikan pula kepada pemilik utamanya yaitu râhin dan jika sudah 
didapatkan hasil dari sawah tersebut sesuai dengan pinjaman yang 
diberikanmurtahin kepada râhin maka sudah selayaknya marhûn dikembalikan 
kepada râhin. 
Pada dasarnya hak gadai sawah itu timbul dalam masyarakat karena 
seseorang memerlukan uang dengan jaminan tanah miliknya. Biasanya orang 
menggadaikan sawahnya hanya apabila dia dalam keadaan yang sangat 
mendesak. Jika tidak dalam keadaan demikian, orang lebih suka menyewakan 
sawahnya. Mengenai besaran uang gadai, tidak hanya tergantung pada 
kesuburan tanah, tetapi terutama pada kebutuhan penggadai untuk memperoleh 
pinjamanan uang atau hutang. Oleh karena itu, besar kemungkinan sawah yang 
subur hanya digadaikan dengan jumlah nilai uang yang rendah. 
Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, berakhirnya barang 
gadai disebabkan oleh beberapa hal, seperti: Barang telah diserahkan kembali 
kepada pemiliknya, râhin telah membayar hutangnya. Karena gadai adalah 
sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh tempo sedangkan penggadai tidak 
bisa melunasi hutangnya, maka pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang 
gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui barang gadaian haruslah sesuai 
dengan besaran tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (râhin).  
Bahwa pada waktu jatuh tempo pelunasan pada praktik gadai sawah 
dikecamatan Tamanan sering dijumpai, apabila rahin belum bisa melunasi 
akhirnya meminta tambahan uang gadai. Praktik ini sering kali dilakukan 
berkali-kali, setelah sampai kepada waktu pelunasan dan masih belum 
memiliki uang untuk melakukan pelunasan. Karena sudah berjalan bertahun-
tahun ini tentu akan semakin memberatkan kepada pihak rahin yang 
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memberikan implikasi semakin terpuruknya kondisi ekonomi râhin, akhirnya 
sawah tersebut dijual kepada yang mengambil gadai. 
Berdasarkan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, 
khususnya Undang-Undang Nomor 56 Perpu tahun 1960 tentang penetapan 
luas tanah pertanian maka pelaksanaan gadai tanah sawah di Kecamatan 
Tamanan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Pelaksanaan gadai sawah ini sarat dengan unsur-unsur pemerasan dan sudah 
masuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Sebab 
dalam beberapa kasus ada gadai tanah sawah yang telah berlangsung lebih dari 
7 (tujuh) tahun, sehingga murtahintelah menikmati hasil yang jauh lebih besar 
dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh râhin. Bahkan telah tegas 
dinyatakan bahwa setiap hutang piutang yang mengambil manfaat lebih maka 
itu masuk kedalam riba.  Begitu juga dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas pertanian, 
disebutkan: 
1. Barang siapa menguasai tanah  pertanian dengan hak gadai yang pada waktu 
mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib 
mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah 
tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut 
pembayaran uang tebusan. 
2. Mengenai hak gadai yang pada waktu  mulai berlakunya peraturan ini belum 
berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya 
kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan 
membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus, (7+1/2)-
waktu berlangsung hak gadai X uang gadai dengan ketentuan bahwa 
sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang 
gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan 
dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen. 
Ketentuan pasal 7 diatas, secara yuridis formal telah membatalkan 
sistem gadai tanah yang telah berlangsung didaerah-daerah yang memakai 
hukum adat. Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso di 9 (Sembilan) 
Desa tersebut penyelesain masalah gadai sawah diselesaikan secara 
kekeluargaan melalui musyawarah ditingkat Desa. Musyawarah antara pihak 
dengan aparat Desa dan dengan tokoh masyarakat sebagai mediator masih 
menjadi solusi dan tidak ada penyelesaian gadai yang dilakukan sampai 
pengadilan. 
Penyelesaian masalah gadai sawah yang dilakukan dimasyarakat 
Kecamatan Tamanan yang ada di 9 (Sembilan) Desa tersebut telah sesuai 
dengan bunyi pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 
1963 tentang penyelesaian masalah gadai yang menyebutkan,” jika dalam 
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penyelesaian masalah gadai yang dilakukan sebelum  tanggal 1 januari 1961 
terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka: 
a. Pada tingkat pertama penyelesaiannya supaya diusahakan secara 
musyawarah antara penggadai dengan pemegang gadai, dengan disaksikan 
oleh Kepala Desa / panitia landreform Desa letak tanah atau tanaman yang 
bersangkutan; 
b.  Jika tidak dapat dicapai penyelesaiannya secara yang tersebut diatas, maka 
soalnya diajukan kepada panitia landreform daerah tingkat II melalui 
panitia landreform Kecamatan, untuk mendapat keputusan, panitia 
landreform Kecamatan memberi pertimbangan kepada panitia landreform 
tingkat II; 
c. Jika salah satu atau kedua pihak tidak dapat memberi keputusan panitia 
landreform tingkat II, maka pihak yang bersangkutan dipersilahkan untuk 
mengajukan soalnya kepada Pengadilan Negeri untuk mendapat 
keputusan.” 
Penyelesaian sengketa gadai sawah pada realitanya di Kecamatan 
Tamanan Kabupaten Bondowoso selalu dilakukan dan berakhir ditingkat Desa 
dengan dilakukannya musyawarah antara pihak, rahin, murtahin dan 
disaksikan oleh Aparat Desa dan tokoh masyarakat. 
2. Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 
a. Akad Gadai Sawah. 
Dari Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan yang terdiri dari 
9 Desa meliputi: Desa Mengen, Desa Karang Melok, Desa Sukosari, Desa 
Tamanan, Desa Wonosuko, Desa Kemirian, Desa Sumber Anom, Desa 
Sumber Kemuning, dan Desa Kalianyar, berdasar hasil wawancara peneliti 
dari narasumber bahwa pelaksanaan akad Praktik gadai sawah antara 
râhindan murtahin dan beberapa saksi. Râhinmeminjam sejumlah uang 
kepada murtahindengan jaminan sebidang sawah sebagai jaminannya. Maka 
setelah akad perjanjian gadai sawah selanjutnya murtahin yang akan 
menggarap serta mengambil manfaat dari sawah tersebut sampai dilakukan 
penebusan oleh râhin. 
Adapun beberapa rukun dan syarat gadai dalam hukum ekonomi 
syariah, rukun gadai yaitu: râhin, pihak yang menggadaikan, murtahin, 
pihak yang menerima gadai, marhûnataurahnu, barang yang digadaikan, 
marhûn bih (ad-Dainatau tanggungan utang pihak râhin kepada murtahin). 
a. Pihak yang berperjanjian, râhindan murtahin 
Ketika pelaksanaan akad gadai sawah dimasyarakat Kecamatan 
Tamanan dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, 
yakni râhin dan juga murtahin, harus mempunyai kemampuan, yaitu 
berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk 
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melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk 
melakukan jual beli, maka ia pun juga sah melakukan rahn, karena gadai 
seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta. 
Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,  pasal 
373 ayat (1), rukun akad rahn terdiri murtahin, râhin, marhun, marhun 
bihhutang dan akad. Pada ayat (3) berbunyi, akad yang dimaksud dalam 
ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan 
atau isyarat. Kemudian pada pasal 374, para pihak yang melakukan akad 
rahnharus memiliki  kecakapan hukum, artinya berdasar pasal ini para 
pihak haruslah sudah dewasa (baligh). 
Sementara ijâb dari râhin dan qabul dari murtahin, seperti akad-
akad yang lainnya. Akan tetapi akad rahnu belum sempurna  dan belum 
berlaku mengikat (la>zim)kecuali setelah adanyaal-Qabdhu(serah terima 
barang yang digadaikan). Seperti pihak râhin berkata,” saya 
menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu “, atau 
barang ini sebagai borg atau gadai untuk utangku kepadamu,” atau 
bentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak murtahin berkata,” saya terima,” 
atau, “saya setuju,” dan lain sebagainnya. 
Dalam praktik gadai di Kecamatan Tamanan, ketika akad gadai 
sawah di hadiri oleh pihak yang melakukan perjanjian, yaitu râhindan 
murtahin. Pihak-pihak ini sudah memiliki kemampuan yaitu berakal 
sehat, dan sudah baligh ( dewasa), kelayakan seorang melakukan 
transaksi kepemilikan seperti gadai. Para pihak ketika melakukan akad 
gadai dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dalam praktik gadai sawah di 
kecamatan Tamanan berdasarkan pihak-pihak yang melakukan perjanjian 
yaitu râhin dan murtahin sudah memiliki kemampuan yaitu berakal sehat 
dan sudah baligh. Akad yang dilakukan dalam praktik gadai dikecamatan 
Tamanan 
b. Barang yang digadaikan (marhûn) 
Adapun syarat marhûn adalah: 
(1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada 
pada waktu akad  dan mungkin untuk diserahkan, apabila barangnya. 
(2) Barang yang digadaikan harus berupa harta. Dengan demikian tidak 
sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai seperti 
bangkai. 
(3) barang yang digadaikan harus mal mutaqawwim(memiliki nilai), yaitu 
barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara’, sehingga 
memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya. 
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(4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti dalam jual 
beli. 
(5) Barang tersebut dimiliki râhin. Syarat ini menurut Hanafiyyah bukan 
syarat jawazatau sahnyarahn, melainkan syarat nafadz 
(dilangsungkannya) rahn. Oleh karena itu, dibolehkan 
menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya 
wilayah (kekuasaan) syar’iyah. Seperti oleh bapak dan washiy yang 
menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan hutang si anak dan 
hutang dirinya. Akan tetapi menurut Sya>fi’i>yah dan Hanâbilah 
tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa 
izinnya (si pemilik), karena jual belinya juga tidak sah, dan 
barangnya nantinya tidak bisa diserahkan. 
(6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak râhin. 
Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada 
buahnya tanpa disertakan buahnya itu. 
(7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan 
pokoknya (yang lainnya). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan 
buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak 
mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya. 
(8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, 
yakni bukan milik bersama. Oleh karena itu tidak diperbolehkan 
separuh rumah, separuhnya lagi milik orang lain. Kecuali kepada 
teman syarikatnya. Akan tetapi menurut Mâlikiyah, Sya>fi’i>yah, 
Hanâbilah, barang milik bersama boleh digadaikan. 
Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 
376 ayat (1) marhûn harus bernilai dan dapat diserah terimakan, ayat (2) 
marhûn harus ada ketika akad dilakukan. 
Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, marhûn yang 
dimaksud berupa sebidang tanah yang memiliki nilai dan diserahkan 
ketika akad gadai dilakukan.  
Maka berdasarkan uraian diatas maka marhûn dalam Praktik 
gadai sawah di Kecamatan Tamanan berupa sebidang sawah  sudah 
sesuai dan memenuhi syarat. 
c. Tanggungan utang pihak râhin kepada murtahin (marhûn Bih) 
Marhun bih adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan 
diberikan sebagai jaminan kepada râhin. Marhûn bih harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
(1) Marhûn bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada 
pemiliknya, yaitu râhin, karena tidak perlu memberikan jaminan 
tanpa ada barang yang dijaminkannya.  
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(2) Utang yang dijadikan marhûn bihsifatnya harus sudah lazim( positif 
dan mengikat ) atau akan berujung menjadi lazim. 
(3) Utang yang dijadikan marhûn bihharus diketahui dengan jelas 
spesifikasinya, yaitu kadar dan sifatnya, oleh kedua belah pihak. 
Maka berdasarkan uraian diatas terkait syarat dan rukunnya, 
praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan sudah memenuhi ketentuan 
syarat dan rukunnya.  
b. Pemanfaatan barang gadai 
Mengawali pembahasan pemanfaatan dalam praktik gadai sawah di 
Kecamatan Tamanan, akan terlebih dahulu penggunaan hak gadai yang 
dipergunakan murtahin dan diambil manfaatnya secara umum. 
Ulama Madzahib al-arba’ah tidak membenarkan penggunaan lahan 
khusunya gadai sawah oleh murtahin. Murtahin sama sekali tidak memiliki 
hak dan tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keuntungan dari 
marhûn yang dijadikan jaminan. Alasan utamanya adalah marhûn bukan 
milik murtahin tetapi ia hanya sebagai jaminan biasa, hak paten dan hak 
utama dari marhûntersebut adalah mutlak milik râhin.   
Menurut Hanafiyah, murtahin tidak boleh mengambil manfaat atas 
marhun dengan cara apapun kecuali atas izin râhin. Hal tersebut 
dikarenakan murtahin hanya memiliki hak menahan marhûn bukan 
memanfaatkannya. Apabila râhinmemberikan izin kepada murtahinuntuk 
memanfaatkan marhun, maka menurut sebagian Hanafiyah, hal itu 
dibolehkan secara mutlak. Akan tetapi, sebagian dari mereka melarang 
secara mutlak, karena hal tersebut termasuk riba atau menyerupai riba. 
Menurut Malikiyah, apabila râhin mengizinkan kepada murtahin untuk 
memanfaatkan marhûnatau murtahin mensyaratkan boleh mengambil 
manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau 
semacamnya. Akan tetapi, apabila utangnya karena qardh (dalam bentuk 
pinjaman utang) maka hal itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut 
termasuk utang yang menarik manfaat. Syafi’iyah secara global sama 
pendapatnya dengan Mâlikiyah, yaitu bahwa murtahintidak boleh 
mengambil manfaat atas barang yang digadaikan. Hal ini didasarkan kepada 
hadits yang diriwayatkan oleh Darulquthni dan Hakim bahwa Nabi SAW 
bersabda: 
 َىِضَر ُهْنَعَو ُالله ُلْوُسَر َلَاق :َلَاق ُهْنَع ِالله ىَِدلا ِِحبِحاَص ْنِم ُنْهَرلا ُقَلُْغَيلا:
اَجِرَو ُمِكاَحلاَو ُِّىنُْطقُرَادلا ُهاَوَر زُهُمْرُغ ِهَْيلَعَو ُهُمْنُغ َُهل َُهنَهَر ََنأَِلاإ ٌتَاِقث ُُهل
.ُُهلاَسِْرإ ِهِرْيَغ ََودُوَاد ِىَبَأدْنِع َظُوفْحَمْلا 
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Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia bekata: Rasulullah SAW. 
Bersabda: Tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang 
menggadaikan. Ia mendapatkan keuntungan dengan kerugian 
menjadi tanggungannya. (HR. Darulquthni dan Hakim, para 
rawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada sunan 
Abu Dawud dan lainnya ialah hadits mursal). 
 
Apabila dalam akad al-Qardh (pinjaman utang) murtahin 
mensyaratkan sesuatu  yang merugikan pihak râhin seperti apa-apa yang 
dihasilkan oleh marhûn atau pemanfaatan marhûn adalah untuk murtahin 
misalnya, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih 
kuat, akad gadai tersebut juga menjadi tidak sah. 
Hanâbilah berpendapat, untuk marhûn selain binatang, yang tidak 
memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain, 
murtahin tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan râhin. 
Hal itu dikarenakan marhûn, manfaat dan pertambahannya merupakan milik 
râhin, sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. 
Apabila râhin mengizinkan murtahin untuk menganbil manfaat tanpa 
imbalan (i’wadh), dan utangnya disebabkan qardh maka murtahin tidak 
dibolehkan mengambil manfaatnya, dan itu hukumnya haram. 
Pada dasarnya murtahin tidak boleh memberikan bantuan kepada 
râhin kalau seandainya dibalik pemberian dan kebaikan yang dilakukannya 
hanya untuk mengambil keuntungan semata. Kalau dibalik kebaikan ada 
imbalan tertentu yang tidak baik, maka hal tersebut masuk dalam kecaman 
Nabi yang mengatakan: “ setiap pinjaman yang didalamnya ada unsur laba, 
maka ia termasuk riba”. 
Larangan tidak boleh memanfaatkan gadai sawah itu bersifat 
universal, baik dalam gadai, jual beli maupun sewa menyewa atau transaksi 
lainnya. Melihat argument Imam Syafi’iyah sedikit lemah, maka Imam Ibnu 
Qudâmah menambahkan alasan lain bahwa memanfaatkan jaminan dengan 
dua persyaratan yaitu, pemakainnnya harus jelas dan untuk berapa lama, 
bila ketentuan ini dapat terlaksana dengan baik, maka riba akan hilang 
dengan sendirinya. 
Secara logika dua ide dan ijtihad Imam Ibnu Qudâmah merupakan 
solusi terbaik agar terhindar dari riba namun untuk menghilangkan unsur 
yang sudah mengakar dan sudah mendarah daging sulit untuk 
dihilangkan.Alasan utamanya adalah izin râhin dalam memberikan 
sawahnya (marhûn bih) untuk dikelola murtahin itu merupakan 
keterpaksaan dan jika jujur, izin dari râhin itu hanya formalitas dan hatinya 
tetap berat untuk digarap oleh murtahin.Ia meminjam karena ada kebutuhan 
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yang sangat mendesak dan adanya kebutuhan pokok yang tidak bisa 
ditinggalkan. Oleh karena itu jika unsur tolong-menolong dikedepankan 
maka sudah selayaknya sawah tersebut tetap dikelola oleh râhin. 
Selanjutnya didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 396 
murtahin tidak boleh memanfaatkan marhûn tanpa izin râhin. Maka dalam 
Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan,marhûn dikelola dan diambil 
manfaatnya oleh murtahin atas seizin dari râhin, sehingga selama râhin 
masih belum melunasi utangnya maka marhûn tetap diambil manfaat oleh 
murtahin. Maka dalam pemanfaatan ini lah terdapat unsur riba didalamnya, 
karena hasil laba dari gadain tersebut bernuansa riba. Secara kalkulasi 
dengan hitungan cepat dan cermat, pendapatan laba dari tahun ketahun akan 
terus bertambah banyak dan mendatangkan keuntungan lebih. Lahan subur 
lagi produktif seperti sawah dikecamatan Tamanan, bisa dipetik sejak 
menuai gabah, tembakau, jagung atau sayuran yang dijual sampai 
seterusnya. Bila taksiran dan hasil dapat dihitung dengan benar, maka 
sangat wajar jika laba hasil panen yang diperoleh selama bertahun tahun 
sudah melibihi ambang pantas memberikan kesempatan kepada pemegang 
(murtahin) untuk mengeruk keuntungan. Maka praktik gadai semacam ini 
sangat marak terjadi dikecamatan Tamanan, dimana murtahin mengelola 
sawah dan mengambil manfaatnya sampai bertahun-tahun dan bahkan ada 
yang lebih dari 7 (tujuh) tahun. Tentu praktik semacam ini terdapat unsur 
eksploitasi, sehingga jangat jelas ada riba didalmnya, dimana murtahin 
mengelola sawah tersebut, sampai rahin melunasi hutangnya. 
Dalam praktik ini tentunya sangat menyimpang dari akad tabarru’ 
(tolong-menolong), seiring dengan berjalannya waktu râhin tidak mampu 
melakukan pelunasan. Secara logika ketika pemanfaatan dilakukan oleh 
murtahin, meskipun sudah mendapatkan izin dari pihak râhin ini 
memberikan implikasi sosial ekonomi, dimana râhin tidak bisa 
mengembalikan hutangnya dikarenakan râhin tidak memiliki sumber 
pendapatan dari hari pemanfaatan sawahnya. 
Oleh karenanya dalam praktik gadai di Kecamatan Tamanan harus 
mengedepankan prinsip tolong- menolong. Agar terhindak dari unsur riba 
dalam pemanfaatan  gadai di Kecamatan Tamanan, maka pemakaiannya 
harus jelas dan untuk berapa lama, bila ketentuan ini dapat terlaksana 
dengan baik, maka praktik riba akan hilang dengan sendirinya. 
c. Rusak dan berakhirnya barang gadai 
Barang gadai adalah amanah dari orang yang menggadaikan. 
Pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak akan bertanggung jawab 
jawab atas kehilangan atau kerusakan tanggungan, selama tidak sengaja 
merusaknya atau lalai. Pendapat lain mengatakan bahwa kerusakan yang 
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terjadi dalam barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (murtahin), 
karena barang gadai adalah jaminan atas hutang sehingga jika barang rusak, 
maka kewajiban melunasi hutang juga hilang. Akad gadai berakhir dengan 
hal-hal berikut dibawah ini: 
a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (râhin). 
b. Râhin telah membayar hutangnya. 
c. Pembebasan hutang dengan cara apapun. 
d. Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak 
râhin. 
e. Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan murtahin. 
f. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan râhin. 
g. Pemanfaatan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, atau hadiah, 
baik dari pihak râhin maupun murtahin. 
Dalam praktik gadai sawah di Kecmatan Tamanan, kaitannya 
dengan berakhirnya barang gadai disebabkan oleh beberapa hal seperti 
barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (râhin), dan râhin telah 
membayar hutangnya. 
d. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo 
Karena gadai adalah sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh 
tempo Sedangkan penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka 
pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut. Dan 
pelunasan melalui barang gadain haruslah sesuai dengan besarnya 
tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (râhin). Artinya jika 
setelahnya barang tersebut terjual ternyata harganya melebihi tanggungan 
penggadai, maka selebihnya adalah menjadi hak penggadai. 
Fuqaha sepakat bahwa marhûntetap menjadi milik râhin setelah 
diserahkan kepada murtahin, seperti yang ditegaskan dalam hadits,  
 َىِضَر ُهْنَعَو ُالله ُلْوُسَر َلَاق :َلَاق ُهْنَع ِالله َُهل َُهنَهَر ىَِدلا ِِحبِحاَص ْنِم ُنْهَرلا ُقَلُْغَيلا:
 ُهاَوَر زُهُمْرُغ ِهَْيلَعَو ُهُمْنُغ َظُوفْحَمْلا ََنأَِلاإ ٌتَاقِث ُُهلاَجِرَو ُمِكاَحلاَو ُِّىنُْطقُرَادلا
.ُُهلاَسِْرإ ِهِرْيَغ ََودُوَاد ِىَبَأدْنِع 
 
Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia bekata: Rasulullah SAW. 
Bersabda: Tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang 
menggadaikan. Ia mendapatkan keuntungan dengan kerugian 
menjadi tanggungannya. (HR. Darulquthni dan Hakim, para 
rawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada sunan 
Abu Dawud dan lainnya ialah hadits mursal). 
Bersadarkan hal ini, maka pihak yang memiliki kekuasaan dan 
kewenangan untuk menjual marhûn adalah râhin sendiri, bukan yang 
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lainnya. Akan tetapi dikarenakan marhûn terikat dengan hak murtahin 
(marhûn bih) juga karena tetapnya hak murtahin untuk menahan marhûn 
manurut jumhur selain ulama Syafi’iyah ditambah lagi murtahin adalah 
pihak yang lebih berhak atas unsur kehartaan marhûn dibanding râhin, 
maka oleh karena itu, menurut Hanafiyyah dan ulama Mâlikiyyah, berlaku 
efektifnya penjualan râhin terhadap marhûn tertangguhkan dan 
tergantungkan kepada persetujuan murtahin, selama hak murtahin masih 
ada. Namun jika haknya sudah tidak ada lagi (seperti sudah dilunasi atau di 
ibra’kan oleh murtahin sendiri), maka penjualan tersebut berlaku efektif 
dengan sudah tidak adanya hak murtahintersebut. 
Ulama Mâlikiyyah menjelaskan beberapa hal dalam kaitannya 
dengan pemberian izin oleh râhin untuk menjual marhûn. Mereka 
mengatakan bahwa pihak al-‘Adl atau pihak murtahin tidak boleh menjual 
marhun kecuali dengan izin râhin. Karena kekuasaan dan kewenangan 
menjual marhûn adalah milik râhin atau dengan kata lain yang berkuasa dan 
berwenang untuk menjual marhûn adalah râhin. Begitu Juga ulama 
Syafi’iyah dan lama Hanâbilah menetapkan wewenang untuk menjual 
marhûn adalah râhin atau dengan kata lain yang berwewenang untuk 
menjual marhûn adalah râhin dengan izin murtahin. Oleh karena itu, râhin 
dan wakilnya tidak boleh menjual marhûn tanpa seizin murtahin. 
Dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, terkait dengan 
penjualan barang gadai setelah jatuh tempo dilakukan oleh râhin atas izin 
dari murtahin. Râhin sendirilah yang menjual sawah tersebut untuk 
melunasi hutangnya. Sering dijumpai juga dalam praktik gadai sawah di 
Kecamatan Tamanan. Pada waktu jatuh tempo pelunasan, râhin tidak 
mampu untuk melunasi hutangnya, kemudian râhin meminta tambahan 
uang gadai kepada murtahin. Dalam praktik ini terjadilah dua kali hutang 
dengan jaminan sawah yang sama.Tentu râhinmemilki harapan dengan 
tambahan hutang tadi bisa dibuat modal lagi guna melunasi hutannya 
tersebut. Namun berjalan bertahun-tahun râhin juga tidak mampu melunasi 
hutangnya, akhirnya râhin untuk melunasi hutangnya dengan menjual 
sawah yang dijadikan jaminan tersebut. 
Dalam praktik penjualan marhûn ini diakui atau tidak, pihak 
râhindengan sangat terpaksa menjual sawahnya guna melunasi hutangnya. 
Penambahan uang gadai yang dilakukan berkali-kali tentu akan menambah 
beban bagi râhin untuk melunasi hutangnya. Karena faktor penambahan 
yang berkali lipat sehingga hutang yang ditanggung râhin semakin besar 
dan  hampir menyamai terhadap harga jual sawahnya tersebut. Maka mau 
tidak mau râhin menjual sawahnya tersebut kepada pihak murtahinuntuk 
melunasi hutangnya. 
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3. Solusi Praktik Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Dalam Perspektif 
Hukum Ekonomi Syariah. 
Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang praktik gadai sawah 
dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Maka problematika terkait Praktik 
gadai sawah di Kecamatan Tamanan perlu di berikan solusi sehingga 
pelaksanaan Praktik gadai sawah dikecamatan Tamanan sesuai dengan Hukum 
Ekonomi Syariah. Adapun solusinya adalah: 
a. Dalam Praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan menurut  Hukum 
Ekonomi Syariah  haruslah memenuhi unsur-unsur keabsahan suatu akad 
yaitu dipenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal istilah, praktek gadai sawah 
dalam istilah Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan bay’ al-wafa’ bukan 
rahn karena syarat dan rukun yang terdapat rahn sesuai dengan aturan yang 
terdapat dalam bay’ al-wafa’. Maka dengan bay’ al-wafa’ akan 
menghindarkan masyarakat dari pinjaman riba dan sebagai sarana tolong 
menolong antara pemilik dana dengan orang yang memerlukan dana. 
b. Dalam konseprahn memiliki tujuan  adalah untuk saling tolong menolong, 
sehingga dalam prakteknya tidak diperbolehkan ada unsur eksploitasi 
terhadap pemanfaatan marhûn oleh murtahin. Oleh karena itu, konsep bagi 
hasil antara murtahin dan râhin dalam pemanfaatan marhûn sangatlah tepat 
diterapkandalam praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan, sehingga 
bukan hanya murtahin saja yang mendapat manfaat tetapi râhin juga 
mendapatkan manfaatnya. 
 
PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang penulis dapatkan diantaranya adalah: 
a. Dorongan masyarakat di Kecamatan Tamanan melaksanakan praktik gadai 
dikenakan kebutuhan mendesak seperti untuk biaya pendidikan, pelunasan 
hutang piutang, biaya berobat/ rawat inap, dan modal penggarapan sawah. 
Praktik gadai sawah ini didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak, râhin 
dan murtahin. Perjanjian tersebut dituangkan dalam surat perjanjian, dimana 
râhin meminjam uang kepada murtahin dengan jaminan sawah. 
Pemanfaatan marhûn oleh murtahinatas seizin râhinsampai jatuh tempo 
pelunasan.Ketika jatuh tempo pelunasan, râhin belum mampu melunasi, 
maka marhûn tetap akan diambil manfaatnya oleh murtahin. Pengalihan 
marhun kepada pihak ke 3 dilakukan oleh murtahin ketika membutuhkan 
uang, baik dengan sepengetahuan râhin atau tanpa sepengetahuan râhin. 
Ketika pada jatuh tempo pelunasan râhin belum bisa melunasi maka 
meminta tambahan uang gadai. Praktik gadai yang berlangsung bertahun-
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tahun, râhin tetap tidak bisa melunasi kemudian menjual sawah tersebut 
untuk melunasi hutangnya. 
b. Didasarkan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik gadai 
sawah di Kecamatan Tamanan telah memenuhi unsur-unsur suatu perjanjian 
(akad), dalam hal ini syarat dan rukunnya yang disepakati oleh pihakrâhin/ 
penggadai dan murtahin/ pemilik modal.Pemanfaatan marhûn oleh 
murtahinatas seizin râhin, tetapidalam pemanfaatan marhûn 
tersebutterdapat unsur riba atau mengambil keuntungan lebih hingga 
bertahun-tahun. 
c. Untuk menghindari riba maka praktik gadai sawah di Kecamatan Tamanan 
seharusnya menggunakan konsep bay’ al-wafa bukan rahn. 
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